BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

bahwa:

1.

2.

Dari hasil yang di dapatkan oleh peneliti, maka peneliti berkesimpulan

Tinjauan sosio yuridis terhadap jual beli tanah budel di Kota Gorontalo yaitu

masyarakat di Kota Gorontalo melakukan perjanjian jual beli terhadap tanah

budel tanpa melihat prosedur yang jelas, karena masih kurangnya

pemahaman masyarakat tentang jual beli tanah warisan yang sesuai dengan

peraturan  perundang-undangan. Serta ada Faktor-faktor yang

melatarbelakangi masyarakat di Kota Gorontalo memperjual belikan tanah

budel atau tanah warisan tersebut yaitu :

a. Atas dasar ingin memiliki

b. Permasalahan ekonomi

Akibat hukum terhadap perjanjian jual beli tanah warisan yang tidak

diketahui ahli waris lainnya yaitu:

a. Batal demi hukum atau dapat dibatalkan (melanggar syarat subjektif
dan objektif) sebagaimana di atur dalam Pasal 1471 KUHPer dan Pasal
20 UUPA karena jual beli tersebut telah membawa kerugian kepada ahli
waris yang lain. Namun terhadap pembeli yang beritikad baik yang
melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli dan sesuai Pasal 1457 jo
Pasal 1988 Nomor 10 Tahun 1961, jual beli tersebut dapat dibuktikan

dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang
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ditunjuk menteri maka pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh
hukum.

b. Akibat hukumnya juga para ahli waris yang merasa haknya dilanggar
karena tanah milik mereka dijual tanpa persetujuan dari mereka pun
dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan
hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian
kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu
karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

5.2 Saran
1. Seharusnya masyarakat bisa lebih memahami lagi tentang jual beli tanah
warisan yang benar yang sesuai dengan prosedur menurut peraturan
perundang-undangan, agar masyarakat tidak akan merasa hak dan
kehormatannya dirampas oleh (keluarga) sendiri maupun orang lain, yang
akan menimbulkan persengketaan/percekcokan yang tidak bisa diselesaikan
secara kekeluargaan. serta sebelum melakukan jual beli tanah sebaiknya
para pihak memeriksa terlebih dahulu ke kantor pertanahan tentang status
tanah yang dijual belikan tersebut adalah benar-benar milik dari penjual.

Hal ini penting dilakukan untuk mencegah adanya cacat hukum dalam jual

beli tersebut.

Dan juga untuk para ahli waris seharusnya untuk menghindari tanah warisan

diperjual belikan oleh salah satu pihak ahli waris setelah hak-hak pewaris

terlaksana, sebaiknya terhadap harta warisan dari pewaris tersebut segera
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dibagi waris kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing
menurut aturan hukum Islam.

. Seharusnya Instansi pemerintahan yang memiliki kewenangan atau
melaksanakan urusan di bidang pertanahan bisa melakukan sosialisasi
terkait status hukum dan akibat-akibat hukum dari jual beli tanah budel atau
warisan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agar
masyarakat bisa lebih mengetahui lebih banyak lagi tentang status hukum
dan tentang akibat hukum penjualan warisan yang belum dibagi dan tidak

disetujui oleh ahli waris lainnya.
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